
 
 

 

LAMPIRAN 

Pengertian Perjanjian 

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang 

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua 

orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu 

perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu 

berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan 

yang diucapkan atau ditulis (Subekti, 2002:20) Lawrence M. Friedman 

mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek 

tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Artinya hukum kontrak 

adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau 

persetujuan (Salim, 2005:3) Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 

1313 KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” 

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek, 2011: hlm 343) Jika 

kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH 

Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan 

seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari satu perjanjian 

lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau 

lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi 



 
 

 

tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam 

suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang 

wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi 

tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih 

orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga 

terdiri dari satu atau lebih badan hukum ( Kartini , Gunawan 2014 ;hlm. 92) Menurut 

M. Yahya Harahap, “suatu pengertian dapat berupa hubungan yang sah antara 

kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan penguasaan hak kepada 

satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain 

untuk melaksanakan prestasi (Syahmin, 2006 ; hlm 2 ) Dari pengertian Yahya 

Harahap diatas dapat diurai hampir hubungan hak dan komitmen bagi individu 

yang melaksanakan pengertian tersebut. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada 

hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (consensus) dari kedua belah pihak 

dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-

undang. Pengertian dari perikatan, merupakan terjemahan dari istilah Belanda 

“Verbintenis”. Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak 

dalam bidang hukum kekayaan yang berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut 

sesuatu hal dari pihak lain, dan dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi 

tuntutan itu. “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih”, jadi pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua 

orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih lainnya. 

Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah 



 
 

 

pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak 

kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu didalam 

hukum disebut sebagai “Prestasi”. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, prestasi tersebut  

a. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu 

b. Suatu perbuatan atau berbuat sesuatu 

c. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.  

Dalam hal ini perikatan tidak hadir begitu saja, dengan kata lain ada sesuatu 

atau persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari 

suatu persetujuan (perjanjian) dan undang- undang Dalam perjanjian dikenal 

beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak- pihak dalam 

mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (Salim, 

2014:44 ) : 

1. Asas kebebasan berkontrak.  

 Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat 

(1) KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas 

kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan 

kepada para pihak untuk: 

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian 

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun 

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya 

d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 



 
 

 

2. Asas Konsensualisme  

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. 

Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian 

yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.Asas konsensualisme 

merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak 

diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah 

pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan 

pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.  

3. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. 

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda 

merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi 

kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-

undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi 

kontrak yang dibuat oleh para pihak (Subekti, 2002:10) Asas pacta sunt 

servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang 

berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang.” 

4. Asas Itikad Baik (Goede Trouw) 

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. 

yang berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas 

itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus 

melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan 

yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi 



 
 

 

menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada 

itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata 

dari subjek. 

5. Asas Kepribadian (Personalitas) 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang 

akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan 

perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang 

berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan 

atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa 

seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya 

sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara 

pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh 

para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan 

itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 

KUHPerdata, berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan 

pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu 

pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” 

(Ibid. hlm 12S). 

 


